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RINGKASAN 

 

Mi’rajussani Kartiwidana. Maret 2023. KEWENANGAN PEMERINTAH 

DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN 

BERMOTOR LISTRIK. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama: M. 

Ananta Firdaus, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendapmping: Risni Ristiawati, S.H., 

M.H. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengecualikan kendaraan bermotor 

berbasis energi terbarukan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Undang-

undang ini memang tidak menyebutkan secara langsung bahwa kendaraan bertenaga 

listrik terbebas dari Pajak Kendaraan Bermotor, namun kendaraan bermotor bertenaga 

listrik ditafsirkan sebagai kendaraan yang berbasis energi terbarukan. Penafsiran ini 

masih menjadi perdebatan sebab listrik tidak mutlak berasal dari energi terbarukan. 

Undang-undang ini selanjutnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 

bagaimana kendaraan berbasis energi terbarukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

7 ayat (3) huruf d yang telah disebutkan di atas, dalam bagian penjelasan undang-

undang ini pun pasal yang bersangkutan dianggap cukup jelas dan tidak diberi 

keterangan lebih lanjut. Oleh sebab itu terjadilah sebuah kekaburan norma hukum 

tentang apakah kendaraan bermotor listrik termasuk kategori kendaraan berbasis 

energi terbarukan atau bukan.  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu  

penelitian yang mengkaji hukum memperoleh bahan hukum dengan yang dikonsepkan 

sebagai norma yang berlaku di kehidupan masyarakat, sifat penelitian dalam penulisan 

skripsi di sini adalah sifat penelitian preskriptif analitis, adapun tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) terhadap kekaburan norma hukum serta pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang bersumber bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam 

penelitian ini. 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020, 

kendaraan bermotor dengan motor penggerak motor listrik yang selanjutnya disebut 

kendaraan bermotor listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai 

penggerak utama atau penggerak tambahan yang mendapat pasokan listrik dari baterai 



 

x 

 

atau media penyimpanan energi listrik. Dari pengertian-pengertian tadi dijelaskan 

bahwa setiap kendaraan yang menggunakan penggerak berupa mesin/motor bertenaga 

listrik merupakan kendaraan bermotor listrik. Pengertian ini masih terlalu umum 

sehingga sulit untuk membedakan antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan 

tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. 

Listrik bukan merupakan energi terbarukan, sebab listrik merupakan hasil energi yang 

tercipta dari sumber energi baik itu energi terbarukan maupun tidak terbarukan. 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik ketenagalistrikan di 

Indonesia menyebutkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional 

didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 50.40% yang 

menciptakan energi listrik dari uap hasil pembakaran batu bara. Hal ini berarti lebih 

dari setengah listrik di Indonesia bersumber dari pembakaran batubara. Selain itu 

untuk pembuatan baterai kendaraan listrik juga memerlukan nikel, Kendaraan 

bermotor listrik yang dinilai ramah lingkungan juga ternyata tidak sepenuhnya ramah 

lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor listrik di masa sekarang bagaikan 

mengurangi polusi di perkotaan namun di sisi lain secara bersamaan juga 

meningkatkan eksploitasi dan menyebabkan kerusakan alam di daerah-daerah tertentu. 

Kesimpulannya adalah dengan tidak dapatnya dikatakann kendaraan bermotor listrik 

sebagai kendaraan berbasis energi terbarukan maka berlakulah ketentuan pasal 4 

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk kendaraan bermotor listrik. 
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ABSTRAK 
 

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengecualikan kendaraan bermotor 

berbasis energi terbarukan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Undang-

undang ini selanjutnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana 

kendaraan berbasis energi terbarukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) 

huruf d, sehingga menimbulkan suatu kekaburan norma hukum mengenai apakah 

Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal 

research) dengan tipe penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam 

berperilaku. pendekatan Perundang-undangan (statute approach) terhadap Kekaburan 

Norma Hukum Serta pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Kata kunci (keyword): Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, 

  Motor Listrik 
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